
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR    10     TAHUN   2017 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

DARI HAK PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

  

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan 

Pajak dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749); 

  6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran   

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2013 Nomor 1235); 

  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor 103; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI HAK 

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang 

bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, 

pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan 

sistem elektronik Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. 

2. Nama Domain Indonesia adalah Nama Domain yang 

Registrinya berada dan terdaftar di Indonesia. 

3. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Nama 

Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan 

domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai 

daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan 

oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 

4. Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia adalah 

pendapatan yang berasal dari kegiatan pendaftaran 

dan/atau penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi 

Indonesia. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi 

Informatika. 

7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN 

pada direktorat jenderal yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika pada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

www.peraturan.go.id



2017, No.235 -4- 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB II 

HAK PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INDONESIA 

 

Pasal 2 

(1) Registri Nama Domain Indonesia wajib membayar Hak 

Pengelolaan Nama Domain Indonesia. 

(2) Besaran tarif Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sebesar 

5% (lima perseratus) dari pendapatan kotor registri nama 

domain yang melaksanakan pengelolaan Nama Domain 

Tingkat Tinggi Indonesia.  

(3) Pendapatan kotor Registri Nama Domain Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a.    pendapatan pendaftaran Nama Domain Indonesia;  

b.    pendapatan perpanjangan Nama Domain Indonesia; 

dan 

c.    pendapatan proses pengalihan Nama Domain 

Indonesia.  

 

Pasal 3 

(1) Pembayaran atas Hak Pengelolaan Nama Domain 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April tahun 

berikutnya. 

(2) Pendapatan kotor Registri Nama Domain Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung 

pertahun buku. 

(3) Pemungutan atas Hak Pengelolaan Nama Domain 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

dilaksanakan untuk tahun buku 2016 dan selanjutnya. 
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